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ABSTRAK

PUTI  ANDINI.  NPM.  15051710186.  Peranan  Sistem  Pengendalian  Intern
Persediaan  Barang  Pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga
Brencana Kota Medan, 2019. Skripsi.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana
penerapan  sistem  pengendalian  intern  persediaan  barang  dimana  pada  Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan terdapat Standar
Operasional  Prosedur  masih  belum  dipatuhi  atau  dijalankan  dengan  baik,
dokumen tidak bernomor urut cetak dan catatan stock opname persediaan obat-
obatan dan alat kesehatan masih dibuat secara manual. Pendekatan penelitian ini
bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  jenis  data  kualitatif,  penelitian  ini
dilakukan  dengan  data  yang  diterima  dari  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan
Keluarga Berencana Kota  Medan berupa kartu  Stock Opname,  laporan  mutasi
persediaan tahun 2018, alur proses permintaan, pengeluaran dan pendistribusian
obat  dan  alat  kesehatan,  serta  SOP  penyimpanan  obat  sehingga  memberikan
gambaran yang jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang
ada.  Data  penelitian  yang  dilakukan  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.
Dimana data primer diperoleh dengan observasi dan data sekunder dikumpulkan
berupa laporan Stock Opname, alur penerimaan, permintaan dan pendistribusian
obat serta prosedur-prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian
intern  persediaan  barang  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga
Berencana  Kota  Medan  masih  belum  efektif,  karena  masih  terdapat  standar
operasional  prosedur masih belum dipatuhi  atau dijalankan dengan baik dalam
kegiatan  pengendalian,  dalam  pengecekan  dan  penghitungan  pada  persediaan
yang  masih  dilakukan  oleh  satu  petugas  yang  sama  sehingga  kurangnya
pengawasan.

Kata kunci : Sistem, Pengendalian Intern, Persediaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Salah satu fungsi operasi suatu entitas yang perlu mendapat perhatian

adalah  persediaan.  Menurut  (Pemerintahan,  2012)PSAPNo.  05  Persediaan

mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan,

misalnya  barang  habis  pakai  seperti  alat  tulis  kantor,  barang  tak  habis  pakai

seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen

bekas.  Persediaan  diakui  pada  saat  (1)potensi  manfaat  ekonomi  masa  depan

diperoleh pemerintah dan mepunyai  nilai  atau biaya  yang dapat diukur dengan

andal, (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenugasannya

berpindah.  Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan

hasil inventaris fisik.

Menurut(Siregar, 2017) persediaan merupakan salah satu aktiva lancar

perusahaan  yang  sangat  penting  peranannya  dalam  operasional  perusahaan.

Persediaan  sangat  rentan  terhadap  kerusakan  maupun  pencurian.Kerusakan,

pemasukan  yang  tidak  benar,  lalai  untuk  mencatat  permintaan,  barang  yang

dikeluarkan  tidaksesuai  pesanan  dan  semua  kemungkinan  lainnya  dapat

menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya ada

digudang.  Untuk  itudiperlukanpengendalian  intern  pesediaan  yang  bertujuan

untuk melindungi harta entitas dan juga agar informasi mengenaipersediaan lebih

dapat dipercaya.
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Perhatian  pada  sistem pengendalian  intern  dilakukan  oleh  sejumlah

institusi  publik,  swasta,  maupun  lembaga  profesional  yang  ditandai  dengan

munculnya berbagai filosofi yang disebabkan olehpandangan yang berbeda-beda

mengenai  sifat,  tujuan,  dan  sarana  pencapaianpengendalian  intern  yang  efektif

(Pembangunan,  2009)Setiap  entitas  bisnis  atau  entitas  tidak  lepas  dari

pengendalian internal.  Pengendalian internal mencegah kecurangan yang terjadi

pada  institusi  pemerintah.  (Lesmana,  2011) Sistem  pengendalian  terdiri  dari

teknik-teknik  dan  mekanisme  yang  digunakan  perusahaan  untuk  menetepkan

tujuan, menyelesaikan tujuan-tujuan dan secara sukses menghasilkan pencapaian-

pencapaian strategi-strategi. Adapun yang menjadi fokus utama dari pengendalian

internal adalah aset tetap dan persediaan barang.

Sistem pengendalian intern  pada pemerintahan sebagai  upaya dalam

menjaga  aset-asetnya mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia

Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dimana Sistem pengendalian intern yang dimaksud adalah proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan

perundangan-undangan. 

Pelaksanaan sistem pengendalian pemerintah ini harus diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai

dengan Pasal 1 (ayat 10) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur, yakni

Lingkungan Pengendalian,  Penilaian  Resiko,  Kegiatan  Pengendalian,  Informasi

Dan Komunikasi, Serta Pemantauan Pengendalian Intern.  Kelima unsur ini akan

saling berpengaruh satu dengan lainnya. Pada proses pengendalian akan melebur

dan menyatu  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh karyawannya. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah salah

satu dinas pemerintah yang menangani perencanaan program dan kegiatan yang

berkaitan dengan program untuk mewujudkan penduduk Sumatera Utara tumbuh

seimbang,  sejahtera  dan berkualitas.  Salah  satu  upaya  Dinas  PPKB  dalam

mensejahterakan penduduk adalah dengan program Keluarga Berencana dua anak

lebih  baik.  Untuk  mewujudkan  pelayanan  program  KB  tersebut  kepada

masyarakat  dengan sebaik-baiknya maka Dinas PPKB menyediakan persediaan

obat  dan  alat  kesehatan  lainnya yang  dibagikan kepada instansi  terkait  seperti

klinik dan puskesmas. 

Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  rutin  mengenai  persediaan  obat,  alat

kesehatan  dalam  suatu  entitas  dibutuhkan  suatu  standar  operasional  prosedur

sebagai pedoman tertulis yang digunakan dalam menggerakkan suatu kelompok

untuk mencapai tujuan entitas tersebut. Standar Operasional prosedur merupakan

dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang

paling efektif.
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Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian intruksi tertulis yang

dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Berdasarkan  data  dari  Dinas  PPKB  Kota  Medan  yang  di  dapat,

terdapat  standar  operasional  prosedur  mengenai  penyimpanan  obat  dan  alat

kesehatan  masih  belum  dipatuhi  atau  dijalankan  dengan  baik  sesuai  dengan

kebijakan Dinas PPKB Kota Medan seperti penyimpanan obat dan alat kesehatan

masih tidak sesuai dengan jenis obatnya, penumpukan penyimpanan kotak obat

melewati dari tinggi maksimal serta pencahayaan pada gudang yang terlalu terang

karena  dapat  mempengaruhi  mutu  dan  kualitas  dari  obat  dan  alat  kesehatan

tersebut.

Dalam penerapan sistem pengendalian intern persediaan obat dan alat

kesehatan masih belum berjalan dengan efektif. Efektivitas diartikan pemanfaatan

sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar

ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  pekerjaan  tepat  pada

waktunya(Abdurahmat,  2008). Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif

apabila ketiga kategori tujuan entitas tersebut dapat dicapai, yaitu dengan : direksi

dan  manajemen  mendapat  pemahaman  akan  arah  pencapaian  tujuan  entitas,

laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya, prosedur dan peraturan yang

telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi.

Apabila terjadi standar operasional prosedur masih belum dipatuhi dan

dijalankan dengan baik sesuai dengan kebijakan Dinas PPKB Kota Medan, maka

terdapat  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  kecerobohan  karyawan,  kegagalan

karyawan  untuk  mengikuti  prosedur  dan  karyawan  yang  kurang  terlatih  serta
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kesalahan yang  tidak disengaja sehingga menyebabkan  kurangnya  pengawasan

dalam hal penyimpanan obat, alat kesehatan serta alat kantor lainnya. Pengawasan

dalam  suatu  organisasi  merupakan  suatu  alat  untuk  pencegahan  terjadinya

penyimpangan tujuan organisasi,  mencegah pemborosan dan mengurangi setiap

jenis  penggunaan  sumber-sumber  yang  ada  secara  tidak  efisien  (Gondodiyoto,

2007)

Kemudian  dalam  pencatatan  stock  opname   persediaan  obat,  alat

kesehatan serta alat-alat kantor masih manual sehingga memungkinkan terjadinya

pemalsuan  catatan  akuntansi.  Pada  Kegiatan  Pengendalian,  pencatatan  yang

akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian adalah salah satu hal yang penting.

Kegiatan  pengendalian  adalah  tindakan-tindakan  yang  ditetapkan  melalui

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu  memastikan bahwa

arahan  manajemen  untuk  mengurangi  risiko  terhadap  pencapaian  tujuan

dilakukan.  Kegiatan pengendalian  dilakukan  pada  semua  tingkat  entitas,  pada

berbagai  tahap  dalam  proses  bisnis,  dan  atas  lingkungan  teknologi. Menurut

(Bodnar & Hopwood, 2006)dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu

memastikan  pencatatan  atas  transaksi  dan  kejadian.  Dokumen  dan  catatan

merupakan media fisik yang digunakan menyimpan informasi. Salah satu unsur

sistem  pengendalian  intern  yaitu  aktivitas  pengendalian  yang  dapat  dilakukan

untuk mengamankan harta dan catatan entitas adalah memastikan catatan harta

yang akurat.

Menurut  (Arens,  Elder,  Beasley,  &  Hogan,  2003)Lingkungan

Pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan

keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan pemilik suatu entitas
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mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas itu. Pengendalian

internal yang baik merupakan faktor kunci pengelolaan organisasi yang efektif.

Hal  inilah  yang  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan

judul  :  “Peranan  Sistem  Pengendalian  Intern  Persediaan  Pada  Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,

maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
1. Terdapat Standar Operasional Prosedur Masih Belum Dipatuhi Atau

Dijalankan Sesuai Dengan Kebijakan Dinas PPKB Kota Medan
2. Catatan  Mengenai  Stock  Opname  Persediaan  Obat,  Alat  Kesehatan

Serta Alat Kantor Dibuat Secara Manual.

C. Rumusan Masalah

1.   Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa  terjadi  kesalahan  dalam  sistem  pengendalian  intern

persediaan barang pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Medan?
2. Bagaimana solusi dari kesalahan dalam sistem pengendalian intern

persediaan barang pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengendalian intern

persediaan yang dijalankan oleh Dinas PPKB Kota Medan.

2. Manfaat penelitian
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Bagi  penulis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperdalam  da

menambah wawasan tentang pengendalian  internal  aktiva  tetap  dan

persediaan atas teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
b. Bagi  entitas,  Dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan

masukan terhadap pengendalian persediaan barang agar sistem yang

telah berjalan dapat menjadi lebih baik dan efisien.
c. Bagi pihak lain, dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa atau

peneliti  lainnya  untukmelakukan  penelitian  selanjutnya  pada  waktu

yang akan datang khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori
1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pegendalian Intern
Pengendalian internmerupakan bagian penting dalamsebuah institusi

pemerintahan,  dengan  adanya  pengendalian  intern  maka  kegiatan

operasionalentitas  akan berjalan  dengan efektif  dan efisien  sehingga dapat

mencegah  serta  menghindari  terjadinya  kesalahan,  kerusakan,  pencurian,

penyalahgunaan hingga penyelewengan. Pengendalian juga bertujuan untuk

menunjukkan kepada pimpinan enitas bahwa tujuan entitas telah dilaksanakan

dengan baik.
Menurut (Sari, 2016)Sistem pengendalian yang dibentuk akan dapat

berjalan  dan  bermanfaat  jika  semua  tingkatan  dan  anggota  perusahaan

menjalankannya  seara  bersamaan  dan  berkelanjutan.  Sistem  pengendalian

internal yan dijalankan dengan bersamaan dan berkelanjutan pada akhirnya

akan mencapai dari tujuan sistem itu sendiri yaitu menghasilkan laporan yang

handal, efektif dan efisien.
Menurut  (Mulyadi,  2008)“Pengendalian  internal  meliputi  struktur

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga

kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi,

menddorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan mendrong efisiensi.”

(I. A. P. Indonesia, 2011) mendefinisikan :
“Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh
dewan  komisaris,  manajemen  dan  personel  lain  entitas  yag
didesain  untuk  memberikan  keyakinan  memadaitentang
pencapaian  tiga  golongan  tujuan  berikut  ini  :  (1)  keandalan
pelaporan  keuangan,  (2)  efektifitas  dan  efisiensi  operasi,  (3)
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.
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Pengertian  Sistem  Pengendalian  Intern  menurut
(Pemerintah,  2008) tentang  Sistem  pengendalian  intern
pemerintah  adalah  “proses  yang  integral  pada  tindakan  dan
kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan
dan seluruh pegawai  untuk memberikan  keyakinan   memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan  efisien.  Keandaan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset
negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan".

Menurut  (Romney & Steinbart, 2011) “Pengendalian nternal adalah

recana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset,

memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki

efisiensi  jalannya organisasi  serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan

yang telah ditetapkan”

Menurut  COSO  (The  Committee  of  Sponsoring  Organization)

dikutip dari (Harahap & Harahap, 2016)bahwa :

“Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang
diimplementasikan  oleh  dewan  direksi,  manajemen  serta
seluruh  staf  dan  karyawan  dibawah  arahan  dengan  tujuan
untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya
tujuan pengendalian itu adalah sebagai berikut :

a. Efektifitas dan efisiensi operasi
b. Reliabilitas pelaporan keuangan
c. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada”

Berdasarkan definsi-definisi  diatas  menurut  pakar akuntansi,  dapat

disimpulkan  bahwa  tujuan  dari  sisem  pengendalian  intern  adalah  untuk

Pengamanan  atas  harta  milik  entitas,  menciptakan  data  akuntansi  yang

akurat/tepat,  peningkatan  efisiensi  operasional  (biaya,  waktu,  beban),

mendorong dipatuhinya atau ditaatinya kebjakan-kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian  intern yang baik harus  mempunyai  struktur

pengendalian  yang baik pula,  yaitu  harus mempunyai  prosedur  dan tujuan

yang jelas. Tujuan yang jelas ini dimaksudkan bahwa struktur pengendalian
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intern suatu entitas terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-perosedur

yang ditetapkan untukmemberikan cukup kepastian akan sasaran dan tujuan

entitas yang akan dicapai.

b. Unsur-unsur Pengendalian Intern
Unsur  Sistem  Pengendalian  intern pemerintah  mengacu  pada

konsepSistem Pengendalian intern yang dikemukakan oleh The Committee of

Sponsoring Organization of The Treadway Commision (COSO)  terdiri atas

lima komponen yang saling terkait dikutip dari (Agoes, 2014) berikut ini:
1) Lingkungan pengendalian
2) Penilaian resiko
3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan pengendalian intern

Pada  unsur  pengendalian  yang  pertama  yaitu  lingkungan

pengendalian,  dalam  lingkup  lingkungan  pengendalian  pimpinan  dan

pegawai  instansi  pemerintah  memiliki  sikap  perilaku  yang  positif  dan

mendukung  pengendalian  intern  dan  manajemen  yang  bersih.Pimpinan

instansi pemerintah memiliki kepemimpinan yang kondusif serta mendukung

pengendalian intern yang efektif.Struktur organisasi instansi pemerintah dan

metode  pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab  memberikan

kontribusi terhadap efektivitas. Untuk penerapan system pengendalian interna

dalam lingkungan kerjanya, melalui :
a. Peneakan integritas dan nilai etika
b. Komiteman terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
f. Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan

sumber daya manusia
g. Perwujudan peran apparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
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Unsur yang kedua yaitu penilaian resiko, dimana Piminan Instansi

Pemerintah sudah menerapkan tujuan keseluruhan instansi pemerintah yang

jelas  dan  konsisten  serta  tujuan  tingkatan  kegiatan  yang

mendukungnya.Pimpinan Instansi Pemerintah sudah melakukan identifikasi

risiko secara menyeluruh, mulai dari sumber internal maupun eksternal, yang

dapat  mempengaruhi  kemampuan  instansi  pemerintah  dalam  mencapai

tujuannya.Analisis risiko sudah dilaksanakan, dan instansi pemerintah sudah

mengembangkan  pendekatan  yang  memadai  untuk mengelola  risiko.Selain

itu,  sudah  ada  mekanisme  untuk  mengidentifikasi  perubahan  yang  dapat

mempengaruhi  kemampuan  instansi  pemerintah  tersebut  dalam  mencapai

visi, misi dan tujuannya.
Kegiatan  pengendalian  adalah  unsur  yang  ketiga  dari  sistem

pengendalian intern pemerintah yang termasuk kebijakan, prosedur, teknik,

dan mekanisme pengendalian yang memadai dikembangkan dan diterapkan

untuk  memastikan  adanya  kepatuhan  terhadap  arahan  yang  sudah

ditetapkan.Kegiatan  pengendalian  yang  tepat  dikembangkan  untuk  setiap

kegiatan  instansi  pemerintah  dan  diterapkan  sebagaimana  mestinya.

Penyelanggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik :
a. Kegiatan  pengendalian  diutamakan  pada  kegiatan  pokok  instansi

pemerintah
b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
c. Kegiatan  pengendalian  yang  dipilih  disesuaikan  dengan  sifat  khusus

instansi pemerintah
d. Kebijakan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
e. Prosedur  yang  telah  ditetapkan  harus  dilaksanakan  sesaui  yang

ditetapkan secara tertulis



12

f. Kegiatan  pengendalian  dievaluasi  secara  teratur  untuk  memastikan

bahwa  kegiatan  tersebut  masih  sesuai  dan  berfungsi  serti  yang

diharapkan.
Kegiatan  pengendalian  yang  dimaksudkan  ialah  reviu  atas  kinerja

instansi pemerintah yang bersangkutan, pembinanaan sumber daya manusia,

pengendalian  atas  pengelolaan  sistem informasi,  pengendalian  fisik  asset,

pemisahan  fungsi,  otorisasi  atas  transaksi  dan  kejadian  yang  penting,

pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu  atas  transaksi  dan  kejadian  serta

dokumentasi  yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan

kejadian penting.
Informasi  dan  komunikasi  memiliki  system  informasi  untuk

mengidentifikasi  dan  mencatat  informasi  operasional  dan  keuangan  yang

penting yang berhubungan dengan peristiwa internal dan eksternal. Informasi

tersebut  dikomunikasikan  kepada  pimpinan  dan  pihak  lain  di  lingkungan

instansi pemerintah dlam bentuk yang memungkinkan pihak pihak tersebut

melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  secara  efsien  dan  efektif.

Pimpinan  instansi  pemerintah  juga  harus  memastikan  bahwa  komuniksi

eksternal yang efektif juga terjalin dengan kelompok-kelompok yang dapat

mempengaruhi pencepaian visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah.
Pemantauan  pengendalian  intern  menilai  kualitas  kinerja

pengendalian intern instansi pemerintah secara terus menerus sebagai bagian

dari  proses  pelaksanaan  kegiatan  sehari-hari.  Selain  itu,  evaluasi  terpisah

terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang

ditemukan diteliti lebih lanjut. Sudah ada prosedur untuk memastikan bahwa

seluruh  temuan  audit  dan  reviu  lainnya  segara  dievaluasi,  ditentukan

tanggapan yang tepat dan dlaksanakan tindakan perbaikannya.
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c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern
Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh

entitas, karena dengan adanya system pengendalian intern diharapkan semua

yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.
Menurut tujuan sistem pengendalian intern ialah :
1. Menjaga kekayaan organisasi

Kekayaan fisik suatu entitas dapat dicuri, disalahgunakan atau

hancur  karena  kecelakaan  kecuali  jika  kekayaan  tersebut

dilindungi dengan pengendalian yang memadai.
2. Mengecek Ketelitian Dan Keandalan Data Akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan

andal untuk menjalankan kegiatan usahanya.
3. Mendorong Efisiensi

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha

yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan usaha

dan  untuk  mencegah  penggunaan  sumber  daya  entitas  yang

tidak efisien.
4. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Untuk  mencapai  tujuan  entitas,  manajemen  menetapkan

kebijakan  dan  prosedur,  pengendalian  intern  ini  bertujuan

untuk  memberikan  jaminan  yang  memadai  agar  kebijakan

manajemen dipatuhi oleh karyawan”.

Menurut  COSO  (The  Committee  Of  Sponsoring  Organization)

dikutip dari  (Diana & Setiawati,  2011),  Tujuan Sistem Pengendalian Intern

adalah :

1. Efektifitas Dan Efisiensi Operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan atau organisasi akan mendorong

sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan
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dari sistem pengendalian intern agar tidak terjadi penyalahgunaan di

dalam perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian.

2. Reliabilitas Pelaporan Keuangan
Pelaporan  yang  disajikan  oleh  pihak  manajemen  perusaaan  harus

memiliki  tanggung  jawab  hukum  maupun  profesionalisme  untuk

meyakinkan  bahwa  informasi  yang  disajikan  dengan  wajar  sesuai

dengan ketentuan pelaporan keuangan.
3. Kesesuaian Dengan Aturan Dan Regulasi Yang Ada

Beragam ketentuan hukum dan peraturan harus diberikan oleh setiap

perusahaan publik, non publik bahkan orgnanisasi nirlaba. Ketentuan

yang  berlaku  dalam  akuntansi  tidak  langsung  yaitu  perlindungan

terhadap lingkungan dan hukum hak-hak dan akuntansi langung dalam

perusahaan yaitu penghasilan dan kecurangan.
d. Jenis-Jenis Pengendalian Intern

Menurut  (Tugiman, 2002)berdasarkan sifatnya, pengendalian intern

diklasifikan  menjadi  pengendalian  preventative,  pengendalian  detective,

pengendalian  corrective,  pengendalian  directive dan  pengendalian

compensative.  Jenis-jenis  pengendlaian  intern  berdasarkan  sifatnya  terdiri

dari :
1. pengendalian preventative

pengendalian  untuk mencegah terjadinya  kekeliruan,  kesalahan atau

ketidakberesan yangsering terjadi dalam operasi suatu kegiatan.

2. pengendalian detective
jenis  pengendalian  ini  dimaksudkan  untuk  mendeteksi  kesalahan-

kesalahan setelah kesalahan-kesalahan tersebut terjadi.
3. pengendalian corrective

dimaksudkan  untuk  memperbaiki  masalah-masalah  atuapun

kelemahan-kelemahan  yang  teridentifikasi  melalui  pengendalian

detective
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4. pengendalian directive
didesian dengan maksud untuk menghasilkan hasil-hasil yang positif,

sementara  fokus  pengendalian  preventive,  detective  dan  corrective

adalah  didasarkan  pada  pencegahan  deteksi  dan  koreksi  dari  pada

hasil negatif ysng ditemukn. Kadang manajemen akan menunjukkan

pada kegiatan-kegiatan tertentu.
5. pengendalian compensative

pengendalian  untuk  menetralisasi  kelemahan  pada  aspek  kkontrol

yang lain.

2. Persediaan
a. Pengertian Persediaan

Persediaan  merupakan  salah  satu  aset  yang  sangat  penting  bagi

entitas  karena  berpengaruh  langsung  terhadap  pencapaian  entitas  dalam

pelayanan masyarakat.Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang

dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat

tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan

barang bekas pakai seperti komponen bekas. Oleh karena itu persediaan harus

dikelola dengan baik dan dicatat dengan baik agar entitas dapat menyerahkan

kepada masyarakat dan tujuan entitaas juga tercapai.
Menurut  (Rudianto, 2009)“Persediaan adalah sejumlah barang jadi,

bahan baku dan barang dalam proses yang dimilki entitas dengan tujuan untuk

dijual kembali atau diproses lebih lanjut”.
Menurut  (Pemerintahan,  2012)PSAP No.  05 “Persediaan  adalah
aset  lancar  dalam  bentuk  barang  atau  perlengkapan  yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan  barang-barang  yang  dimaksudkan  untuk  dijual  dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat”.

(Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2009)PSAK  No.  14 mendefinisikan

persediaan sebagai berikut :
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1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa
2. Dalam proses prosedur produksi untuk penjualan tersebut
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam

proses produksi atau pemberian jasa.

Dari  kesimpulan diatas,  maka persediaan adalah sejumlah barang

yang dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.atau disalurkan kepada

masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

1. Barang konsumsi

2. Amunisi

3. Bahan untuk pemeliharaan

4. Suku cadang

5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga

6. Pita cukai dan leges

7. Bahan baku

8. Barang dalam proses/setengah jadi

9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

  10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

b. Macam-macam persediaan
Menurut  (Yamit,  2003)menerangkan  bahwa  macam-maacam

persediaan dapat dikateorikan dalam satu atau lebih kategori berikutnya :
1. Persediaan Pengamanan (Safety Stock)

Persediaan pengamanan atau sering kali disebut butter stock  adalah 

persediaan  yang  dilakukan  untuk  mngantisipasi  ketidakpastian

permintaan dan penyediaan.

2. Persediaan Antisipasi (Anticipation Stock)
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Persediaan  antisipasi  atau  berjaga-jaga  atua  sering  pula  disebut

stabilization  stock  adalah  persediaan  yang  dilkaukan  untuk

menghadapi  fluktuasi  permintaan  yang  sudah  dapat  diperkirakan

sebelumnya.
3. Persediaan Dalam Pengiriman (Transit Stock)

Persediaan dalam pengiriman atau yang sering disebut  work – in –

process stock   adalah persediaan yang masih dalam pengiriman atau

transit.
c. Pengakuan Persediaan

Pengakuan diakui  pada saat potensi manfaat  ekonomi masa depan

diperoleh  pemerintah  dan  mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat  diukur

dengan  andal,  pada  saat  diterima  atau  hak  kepemilikannya  dan/  atau

kepenguasannya berpindah.  Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan

disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
d. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
c. Nilai  wajar,  apabila  diperoleh  dengan  cara  lainnya  seperti

donasi/rampasan.

Biaya  perolehan  persediaan  meliputi  harga  pembelian,  pembelian,

biaya  pengangkutan,  biaya  penanganan  dan  biaya  lainnya  yang  secara

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat,

dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

e. Pencatatan Akuntansi atas Persediaan
Nilai  persediaan  di  Neraca  maupun  nilai  beban  persediaan  di

Laporan Operasional ditentukan oleh metode pencatatan dan metode penilian

atas  pesediaan.  Metode  pencatatan  yang  lazim  digunakan  adalah  metode

Perpetual  atau  metode  Periodik.  Sementara  it,  penilaian  persdiaan  dapat
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berdasarkan  metode  First-In  First-Out  (FIFO),  metode  rata-rata,  metode

identifikasi khusus atau metode Harga Perolehan Sendiri.
Dalam  metode  pencatatan  Perpetual,  setiap  terjadi  mutasi

(perubahan) persediaan dilakukan pencatatan dalam pembukuan (akuntansi).

Berkurangnya nilai persediaan saat pemakaian persediaan juga dicatat sebagai

beban  pesediaan.  Dengan  demikian,  updating nilai  persediaan  dilakukan

setiap waktu, tidak menunggu hingga akhir periode. Inventarisasi fisik (stock

opname)  tetap  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  nilai  persediaan

berdasarkan keadaan fisiknya.
Dalam  metode  pencatatan  Periodik,  pembukuan  (akuntansi)  tidak

mencatat adanya mutasi persediaan. Nilai persediaan tidak ter-update dengan

adanya perolehan dan pemakaian persediaan. Satu-satunya jalan untuk meng-

update  nilai  persediaan  adalah  dengan melakukan inventarisasi  fisik  (stock

opname) secara perodik pada akhir periode. Maka dari itu, metode ini disebut

metode Periodik.
Sebagai contoh pada awal bulan terdapat saldo persediaan sebesar

Rp 1000. Pada tanggal 10 terjadi pembelian senilai Rp 1000 dan pada tanggal

20 terjadi pemakaian senilai  Rp 7000. Dalam metode Perpetual,  pembelian

sebesar  Rp  10.000  dicatat  menambah  nilai  persediaan,  sehingga  saldo

persediaan menjadi sebesar Rp 11.000. pemakaian sebesar Rp 7.000 dicatat

mengurangi  nilai  persediaan  sekaligus  sebagai  beban  persediaan,  sehingga

saldo persediaan menjadi Rp 4.000. jika tidak ada transaksi persediaan lagi,

maka nilai persediaan pada akhir bulan adalah sebesar Rp 4.000
3. Pengendalian Internal Atas Persediaan

Pengendalian  intern  atas  persediaan  adalah  penting  bagi  sebuah

entitas,  karena  persediaan  termasuk  salah  satu  aet  bagi  entitas  dalam

menjalankan operasionalnya.
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Menurut  (Midjan  &  Susanto,  2000)mengungkapkan  bahwa

Pengendalian persediaan adalah semua metode dan tindakan yang digunakan

untuk  mengamankan  persediaan  sejak  dari  menerima,  menyimpan  dan

mengeluarkannya,  baik  fisik  maupun  kualitas  dan  pencapaiannya  terutama

penentuan dan pengaturan jumlah persediaan.
Tujuan  pengendalian  internal  persediaan  adalah  untuk  memastikan

bahwa persediaan  diamankan  dan dilaporakan  secara  benar  dalam laporan

keuangan. Pengendalian intern atas persediaan seharusnya dimulai pada saat

barang  diterima.  Laporan  penerimaan  barang  yang  bernomor  urut  cetak

seharusnya  disiapkan oleh bagian  penerimaan untuk menetapkan tanggung

jawab awal atas persediaan.
Pengendalian  internal  atas  persediaan  juga  melibatkankan  alat

pengaman,  seperti  kaca  dua  arah,  kamera,  sensor  magnetik,  kartu  akses

gudang, pengatur suhu ruangan dan sebagainya.
Mengenai  tempat  penyimpanan  persediaan,  persedian  seharusnya

disimpan  dalam  gudang  yang  dimana  aksesnya  dibatasi  hanya  untuk

karyawan tertentu saja. Suhu tempat dimana barang disimpan juga seharusnya

diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya kerusakan atas barang

dagangan, seperti  makanan dan minuman tertentu,  obat,  bahan adukan cat,

gas tabung dan lain sebagainya. Pada saat entitas tidak melakukan kegiatan

usaha, maka tempat penyimpanan persediaan haruslah dikunci. Penghitungan

fisik  persediaan  diselenggarakan  secara  berkala,  prosedur  yang  diterapkan

untuk penghitungan fisik meliputi tidak hanya teknik-teknik yang dirancang

untuk  memberikan  hasil  perhitungan  yang  akurat,  tetapi  juga  teknik

pengecekan mendadak atas akurasi perhitungan.
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Pemisahan karyawan yang menjaga persediaan dengan yang membuat

catatan  akuntansi  adalah  pemiahan  tugas  yang  ideal.  Karyawan  yang

mempunyai  akses  ke  persediaan  sekaligus  catatan  akuntansinya  dapat

mencuri persediaan dan membuat jurnal untuk menutupi pencurian. 
4. Sistem Akuntansi Pembelian

a. Pengertian Sistem Akuntansi Pembelian
Sistem  Akuntansi  Pembelian  digunakan  dalam  perusahaan  untuk

pengadaan  barang  yang  diperlukan  oleh  perusahaan.  Transaksi

pembelian dapat digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan

impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri,

sedangkan  pembelian  impor  adalah  pembelian  dari  pemasok  luar

negeri.
b. Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian

Suatu  fungsi  tidak  boleh  diberi  tanggung  jawab  penuh  untuk

melaksanakan  semua  tahap  suatu  transaksi.  Menurut  (Mulyadi,

2013)fungsi-fungsi  yang  terkait  dalam  sistem  akuntansi  pembelian

adalah :

1. Fungsi Gudang
Fungsi  gudang  bertanggung  jawab  mengajukan  permintaan

pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan

untuk  menyimpan  barang  yang  telah  diterima  oleh  fungsi

penerimaan. Untuk barang-barang yang langung pakai, permintaan

pembelian diajukan oleh pemakai barang.
2. Fungsi Pembelian

Bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga

barang,  menentukan  pemasok  yang  dipilih  dalam  pengadaan
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barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang

dipilih.

3. Fungsi Penerimaan

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis,

mutu  dan  kuantitas  barang  yang  diterima  dari  pemasok  guna

menentukan  dapat  atau  tidaknya  barang  tersebut  diterima  oleh

perusahaan. Fungsi ini  bertanggung jawab menerima barang dari

pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan.

4.  Fungsi Akuntansi

Fungsi  akuntansi  yang  terkait  dalam transaksi  pembelian  adalah

fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem

akuntansi  pembelian,  fungsi  pencatat  utang  bertanggung  jawab

untuk  mencatat  transaksi  pembelian  ke  dalam register  bukti  kas

keluar  yang  berfungsi  sebagai  catatan  bukti  pembantu  utang.

Dalam sistem akuntansi  pembelian,  fungsi  pencatat  harga pokok

persediaan  bertanggung  jawab  untuk  mencatat  harga  pokok

perediaan yang dibeli ke dalam kartu persediaan.

c. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembelian
Menurut  (Mulyadi,  2013),  dokumen  yang  digunakan  dalam  sistem

akuntansi pembelian ialah :
1. Surat Permintaan Pembelian

Dokumen ini merupakan formulir  yang diisi oleh fungsi gudang

atau  fungsi  pemakai  barang  untuk  menerima  fungsi  pembelian

melakukan  pembelian  barang  dengan  jenis,  jumlah,  dan  mutu

seperti  yang  tersebut  dalam  surat  tersebut.  Surat  permintaan

pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan,
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satu lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya untuk arsip

fungsi yang meminta barang.
2. Surat Permintaan Penawaran Harga

Dokumen  ini  digunakan  untuk  meminta  penawaran  harga  bagi

barang  yang  pengadaannya  tidak  bersifat  berulangkali  terjadi

(tidak repetitif), yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang

besar.
3. Surat Order Pembelian

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok

yang telah dipilih.
4. Laporan Penerimaan Barang

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan

bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis,

spesifikasi, mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat

order pembelian.
5. Surat Perubahan Order Pembelian

Kadangkala  diperlukan  perubahan  terhadap  isi  surat  order

pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut

dapat  berupa  perubahan  kuantitas,  jadwal  penyerahan  barang,

spesifikasi,  penggantian  (substitusi)  atau  hal  lain  yang

bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis.
6. Bukti Kas Keluar

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan

transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah

pengeluaran  kas  untuk pembayaran  utang kepada pemasok dan

yang  sekaligus  berfungsi  sebagai  surat  pemberitahuan  kepada

kreditur  mengenai  maksud  pembayaran  (berfungsi  sebagai

remittance advice).
d. Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Pembelian
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Menurut  (Mulyadi,  2013)bagan  alir  dokumen  sistem  akuntansi

pembelian adalah:

Gambar II-1

Bagian Gudang
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Gambar II-2

Bagian Pembelian
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Gambar II-3

Bagian Penerimaan
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Gambar II-4

Bagian Utang dan kartu Persediaan

5. Penelitian Terdahulu
Dalam  melakukan  penelitian  penulis  merujuk  kepada  beberapa

penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-1. Penelitian Terdahulu

No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan
1 (Lakoy & Poputra, 

2016)
2016 Peranan

Pengendalian
Internal
Persediaan
Barang  Dagang
Dalam
Menunjang
Efektivitas
Pengelolaan
Pada  Studi
Kasus  :  PT.
Samsung
Electronics
Indonesia
Cabang Manado

Dari  penelitian  ini  dapat
disimpulkan  bahwa
pengendalian  intern  pada  PT.
Samsung  Electronics  Indonesia
Cabang  Manado  sudah  berjalan
dengan  efektif  dan  terstruktur,
namun masih ada keterlambatan
pada  unsur  penilaian  risiko
dengan  penumpukan  barang
dagang.

2 Topan Kurniawan 2013 Analisis  Sistem
Pengendalian
Intern  Aset

Secara  umum  sistem
pengendalian  intern  aset  tetap
pada  Dinas  Pendapatan,
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Tetap  Pada
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan  dan
Aset  Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin 

Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah  Kabupaten  Musi
Banyuasin  dikatakan  cukup
memadai  dalam  rangka
mencapai  tujuan-tujuan
pengendalian,  kecuali  pada
pengadaan  aset  tetap  belum
transparan,  penyaluran  masih
terdapat  kekurangan,
penatausaha  belum  akuntabel,
pengamanan  secara  fisik  belum
sepenuhnya dilakukan.

3 (Makikui, Morasa, &
Pinatik, 2017)

2017 Analisis  Sistem
Pengendalian
Internal  Atas
Pengelolaan
Persediaan
Berdasarkan
COSO Pada CV.
Kombos
Tandean
Manado

Setelah  menganalisis  sistem
pengendalian  intern  atas
sparepart  pada  CV  Kombos
Tandean,  dapat  disimpilkan  jika
aktivitas  pengendalian  sudah
efektif  dengan  memisahkan
tugas  dan  tanggung  jawab
dengan  jelas,  namun  pada
pelaksanannya  masih  terdapat
perangkapan  tugas  dan  fungsi
pada  bagian  kasir  keuangan.
Integritas  para  karyawan
dientitas  dinilai  masih  kurang
baik, terkadang karyawan masih
didapati dating terlambat sedikit,
namun  tidak  bersedia  pulang
terlambat.

4 Amalia An Nur 2017 Penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern
Persediaan  Pada
Rumah  Sakit
Umum  Madani
Medan

Dapat disimpulkan bahwa sistem
pengendalian  intern  persediaan
pada  Rumah  Sakit  Umum
Madani  Medan  masih  belum
efektif,  dikarenakan  masih  ada
kelemahan-kelemahan  pada
lingkungan pengendalian  seperti
SOP yang masih belum dipatuhi
dan  dijalankan  dengan  baik.
Aktivitas  pengendalian  juga
belum  efektif,  masih  ada
dokumen  tanpa  nomor  urut
cetak. 

B. Kerangka Berfikir
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Menurut  (Niswonger,  Warren,  Reeve,  &  Fess,  2000),  Pengendalian

Internal  (internal  control)  merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi

persediaan dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan

memastikan  bahwa  perundang-undangan  serta  peraturan  dipatuhi  sebagaimana

mestinya. 
Persediaan  dalam sebuah entitas  merupakan  aset  yang  cukup besar

nilainya.Keberadaannya  dalam  sebuah  entitas  juga  mengandung  berbagai

implikasi  dilihat  dari  ada  dan  tidak  adanya  persediaan  tersebut.Keberadaan

persediaan  dalam  laporan  keuangan  demikian  juga,  persediaan  mempengaruhi

neraca  dan  juga  mempengaruhi  laba  rugi.Berbagai  alasan  tentang  keberadaan

persediaan  tersebut,  menyebabkan  persediaan  menjadi  salah  satu  perkiraan

terpenting dalam sebuah entitas.
Pemeriksaan  atas  persediaan  mempunyai  tujuan  untuk  memeriksa

apakah terdapat  internal control  yang cukup baik atas aset tetap dan persediaan.

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka  dapat  digambarkan  kerangka

berfikir  atau  model  penelitian  mengenai  Peranan  Sistem  Pengendalian  Intern

Persediaan  Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota

Medan.

Gambar II.1  Kerangka Berfikir.

Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang

Tujuan SPI

Lingkungan 
Pengendalian

Penilaian 
Risiko

Aktivitas 
Pengendalian

Informasi dan 
Komunikasi

Pemantauan
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan  penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah

pendekatan  deskriptif kualitatif,  yaitu  mengumpulkan  serta  menganalisis  data

yang  diperoleh  dari Dinas PPKB  yang  kemudian  ditelaah  kembali  untuk

mendapatkan deskripsi atau gambaran yang jelas dari masalah yang dibahas pada

penelitian  ini  yaitu  Sistem  Pengendalian  Intern  Persediaan pada  Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah

Sistem Pengendalian Intern Persediaan. Sistem Pengendalian Intern adalah bagian

penting dalam sebuah institusi pemerintahan, dengan adanya pengendalian intern

maka  kegiatan  operasional entitas  akan  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien

sehingga  dapat  mencegah  serta  menghindari  terjadinya  kesalahan,  kerusakan,

pencurian,  penyalahgunaan  hingga  penyelewengan.  Unsur  sistem pengendalian

intern  persediaan  yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan

pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta  pemantauan  pengendalian  yang

dilakukan pada Dinas PPKB Kota Medan. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

1.   Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dipilih adalah Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan

2.   Waktu Penelitian

Waktu  penelitian  ini  dilaksanakan  mulai  bulan  Desember  2018

sampai Juni 2019 dengan rincian waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini.

Tabel III-1.Jadwal Rencana Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

1.   Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun laporan akhir

ini adalah data kualitatif dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Medan sebagai objek penelitian.

Data kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian

yang  diperoleh  melalui  observasi  atau  pengamatanpada  objek penelitian

mengenai siklus kerja dalam entitas yang terkait dengan penelitian, disajikan

tidak dalam bentuk angka-angka.
2. Sumber Data
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Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari satu sumber

yaitu :

a. Data Primer, 
Melakukan observasi dan dokumentasi kepada pihak terkait yang

ada pada Dinas PPKB Kota Medan.
b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan

dokumentasi resmi dari Dinas PPKB Kota Medan dan data yang

telah diolah seperti laporan/  stock opname, formulir  permohonan

persediaan serta prosedur-prosedur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

adalah 

1. Dokumentasi
Metode  ini  digunakan  untuk  mengambil  dokumen-dokumen  yang

dibutuhkan  dalam  penelitian  khususnya  mengenai  pengendalian  intern

aset tetap meliputi  Struktur Organisasi,  bukti  penerimaan barang, surat

perintah  kerja,  bukti  permintaan  dan  pengeluaran  barang,  dokumen-

dokumen  yang  berhubungan  dengan  persediaan  seperti  laporan/kartu

stock  opname,  formulir  permohonan  pengadaan  barang  dan  prosedur-

prosedur pada PPKB Kota Medan.

2. Observasi 
Peneliti melakukan  pengamatan  secara  langsung  ke  objek  penelitian

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukanpada bagian yang terkait

atau berhubungan dengan persediaan barang di PPKB Kota Medan.

Tabel Tabel III-2.Kisi-kisi Observasi
No. Aspek yang Diamati



32

I Lingkungan 
Pengendalian

Penegakan integritas dan nilai etika

Komitmen terhadap kompetensi

Kepemimpinan yang kondusif
Struktur organisasional

Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumer daya manusia

Perwujudan peran apaarat pengawasan intern pemerintah

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah 

terkait

II Penilaian Resiko

Kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan

Pencatatan atas persediaan

III

Kegiatan 
Pengendalian

Penghitungan fisik persediaan oleh panitia fungsi 

pemegang kartu fisik, fungsi penghitung dan fungsi 

pengecek
Daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani 

oleh panitia penghitugan fisik.
Daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani 

oleh panitia penghitugan fisik.

Daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani 

oleh panitia penghitugan fisik.
Pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan

atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti oleh 

pemgenag kartu fisik.
Kartu fisik bernomor urut tercetak.

Penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan dua 

kali oleh penghitung dan pengecek.

IV Informasi dan 
Komunikasi

Pelaporan antar bagian dan sub bagian
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V Pemantauan

Pengawasan pada stock opname

pengawasan berjenjang

F. Teknik Analisis Data

Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode

deskriptif.  Metode  Deskriptif  yaitu  suatu  metode  yang  dilakukan  dengan  cara

mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data

tentang  sistem  pengendalian  intern  persediaan,  sehingga  dapat  memberikan

gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.  Teknik analisis  deskriptif

dimaksudkan  untuk  menguraikan  atau  memaparkan  hasil  penelitian  untuk

kemudian  dilakukan  interprestasikan  berdasarkan  landasan  teori  yang  telah

disusun. Adapun tahapan analisis datanya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data tentang sistem pengendalian intern persediaan. 
Penulis berusaha mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan

mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  sistem

pengendalian  intern  persediaan obat, alat  kesehatan  dan  alat  kantor

lainnya  misalnya kartu  stock opname, formulir permohonan permintaan

barang dan prosedur prosedur persediaan.

2.  Melakukan  kajian  dan  analisis  atas  data  sistem  pengendalian  intern

persediaan  yang  di  kumpulkan.  Setelah  penulis  mengumpulkan  data,

kemudian  penulis  menganalisis  sistem  pengendalian  intern  persediaan

tersebut serta membandingkan dengan teori yang ada. 

3. Penarikan kesimpulan.
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Penarikan  kesimpulan  merupakan  tahapan  terakhir  yang  dilakukan

peneliti setelah mendapatkan hasil analisis,  apakah  sudah  sesuai  dengan

tujuan sistem pengendalian intern yang diterapkan di Dinas PPKB Kota

Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Persediaan pada Dinas   

PPKB Kota Medan
Sistem  pengendalian  intern  persediaan  yang  terdapat  pada  Dinas

PPKB Kota Mdan merupakan metode yang digunakan oleh instansi untuk

melakukan  proses  operasional  mengenai  persediaan  agar  dapat

menyebarluaskan kepentingan kesehatan masyarakat sesuai dengan yang

telah ditetapkan oleh prosedur dari pemerintah.
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Sistem  pengendalian  intern  persediaan  pada  Dinas  PPKB  Kota

Medan sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (P.

Indonesia, 2008)yang meliputi :
1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian persediaan khususnya obat-obatan dan alat kesehatan

pada Dinas PPKB Kota Medan berdasarkan dengan adanya bukti dan

data  yang  ada.  Lingkungan  pengendalian  pada  Dinas  PPKB

ditunjukkan  dengan  adanya  struktur  organisasi,  yang  disusun  dari

jabatan yang ada dan juga merupakan hubungan antara jabatan yang

satu dengan yang lain dalam entitas yang merupakan salah satu faktor

dipengaruhinya  tugas-tugas  dan  tanggungjawab  setiap  jabatan.

Struktur organisasi juga menunjukkan suatu kejelasan sebuah entitas

yang dipimpin untuk mencapai tujuan.
Struktur  organisasi  pada  Dinas  PPKB  Kota  Medan  terdiri  dari

beberapa bidang, yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber : Dinas PPKB Kota Medan

Gambar IV-1
Struktur Organisasi Dinas PPKB Kota Medan

Pada struktur organisasi Dinas PPKB Kota Medan yang dipimpin

oleh  seorang  Kepala  Dinas  dan membawahi  beberapa  bidang  serta
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sekretaris  yang membawahi beberapa sub bagian,  dan setiap bidang

membawahi beberapa seksi.
a. Kepala Dinas

Kepala dinas merupakan perwakilan dari dinas pemerintah

yang  juga  menyusun  rencana  strategis  dinas  berdasarkan

rencana  strategis  pemerintah  daerah.  Kepala  dinas  juga

dapat merumuskan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan

penyelenggaraan sesuai dengan tugasnya.
b. Sekretaris

Sekretaris  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Dinas

dalam  pengkoordinasian,  perencanaan,  penyelenggaraan

urusan ketatausahaan keegawaian.
c. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala  sub  bagian  umum  melakukan  dukungan

administrasi  ketatausahaan,  kerumahtanggaan,

kepegawaian, asip dan dokumentasi.
d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala  sub  bagian  keuangan  melakukan  administrasi

keuangan,  pengelola  barang  milik.kekayaan  negara  setrta

sarana program.
e. Kepala Sub Bagian Peyusun Program

Kepala  sub  bagian  penyusun  program  melakukan

koordinasi  penyusunan  rencana  program  dan  anggaran

dilingkungan  dinas  pengendalian  penduduk  dan  keluarga

berencana kota Medan.
Persediaan barang pada Dinas PPKB dibawahi oleh Kepala

sub bagian keuangan, dan pembagian persediaan seperti alat tulis kantor,

suku cadang, alat  listrik,  alat  kebersihan dan barang cetakan diserahkan

langsung kepada kepala bidang yang telah memberikan bukti permintaan

kepada bagian gudang yang terdapat pada Dinas PPKB. 
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2. Penilaian Risiko
Perhitungan  alat  kesehatan  dan  obat-obatan  yang  terdapat  pada

Dinas PPKB dilakukan dengan total  pemakaian pertimbangan masa

kadaluarsa dengan prinsip FEFO dan FIFO.
3. Kegiatan Pengendalian 

Pada  Dinas  PPKB  daftar  pemeriksaan  barang  diperiksa  oleh

pengururs barang pengguna. Pemeriksaan fisik atas aset diakukan dua

kali.  Penghitungan  fisik  aset  tidak  bernomor  urut  cetak.  Deskripsi

tugas untuk gudang persediaan hanya dilakukan oleh pengurus barang

pengguna yang terdiri dari satu petugas, hal ini dapat menjadi celah

untuk terjadinya penyalahgunaan aset.
Untuk kegiatan  pengendalian  persediaan  bagian  obat-obatan  dan

alat  kesehatan di Dinas PPKB mengikuti  aturan standar operasional

prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  Perwakilan  BKKBN  Provinsi

Sumatera Utara yang diletakkan pada dinding gudang persediaan obat-

obatan dan alat kesehatan.
4. Informasi dan Komunikasi

Sistem  informasi  dan  komunikasi  dilakukan  dengan  alat  bantu

telepon, telah dilakukannya komunikasi antar jenjang sebagai bentuk

koordinasi sehari-hari.
5. Pemantauan

Pemantauan  persediaan  pada  Dinas  PPKB  Kota  Medan

berdasarkan  pada  bukti  yang  ada.  Pemeriksaan  langsung  oleh

Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, BPK atau Inspektorat

untuk mengetahui  total  pemakaian  obat  dan  alat  kesehatan  disetiap

tanggal akhir bulan.
Pemantauan pada stock  persediaan barang dilakukan oleh pengurus

barang pengguna pada bagian gudang. Perhitungan fisik persediaan,



38

perhitungan  juga  dilakukan  oleh  pengurus  barang  pengguna  yang

terdiri dari satu orang. Tanpa pemisahan tugas ini sangat rentan untuk

penyelewengan atas persediaan.

Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  segala  komponen  baik  berupa

proses, elemen-elemen maupun kegiatan yang terjalin erat  dan berfungsi untuk

memastikan segala kegiatan yang akan, sedang dan telah dijalankan ke arah tujuan

organisasi  sebagaimana  telah  ditetapkan  dengan  cara-cara  yang  efisien.  Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan mempunyai standar

operasional prosedur untuk melaksanakan pengawasan terhadap permintaan obat-

obatan  dan   alat  kesehatan  serta  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap

pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan sehingga pendistribusian tersebut

sesuai dengan kebutuhan puskesmas dan klinik yang dituju serta prosedur dalam

pelaporan penerimaan dan pengeluaran barang.
Berikut  ini  disajikan  alur/proses  permintaan  obat-obatan  dan  alat

kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Medan :
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Sumber : Dinas PPKB Kota Medan

Gambar IV-2
Alur/Proses Permintaan Persediaan Obat dan Alat Kesehatan

Adapun  prosedur  permintaan  obat-obatan  dan  alat  kesehatan  di

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan yaitu :

1. Pengurus barang pengguna mengetik surat permintaan ke BKKBN Prov.

Sumuatera Utara
2. Memaraf surat permintaan yang telah dibuatke pengurus barang pengguna,

Kasubbag Keuangan serta Sekretaris.
3. Surat permintaan yang telah diparaf ditandatangani oleh Kepala Dinas.
4.  Pengurus barang pengguna membawa surat permintaan ke BKKBN dan

mengambil barang tersebut.
5. Barang diterima  oleh  pengurus  barang pengguna dan menyusun barang

digudang
6. Mencatat barang yang telah diterima ke kartu barang.

Berikut  ini  disajikan  alur/proses  permintaan  obat-obatan  dan  alat

kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Medan :
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Sumber : Dinas PPKB Kota Medan

Gambar IV-3
Alur/Proses Pendistribusian Obat dan Alat Kesehatan

Adapun prosedur pendistribusian obat dan alat  kesehatan di Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan yaitu :

1. Menerima  Rensi  dari  Puskesmas  dan/atau  Klinik  dan  mencatatnya  ke

dalam buku oleh pengurus barang pengguna
2. Pengurus barang pengguna mengetik Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)
3. Mengotorisasi  SBBK  oleh  pengurus  barang  pengguna  dan  Kasubbag

Keuangan
4. SBBK ditandatangi oleh Kepala Dinas tanda disetujui
5. Pengurus  barang  pengguna   menerima  SBBK  yang  telah

didokumentasikan
6. Mendistribusikan barang sesuai dengan SBBK ke Puskesmas dan Klinik
7. Mencatat barang keluar ke kartu barang
8. Mengarsipkan lembar pertinggal SBBK.

Berikut  ini  disajikan  alur/proses  penerimaan  /  pengeluaran obat-

obatan dan alat kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Medan :
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Sumber : Dinas PPKB Kota Medan

Gambar IV-4
Alur/Proses Laporan Penerimaan / Pengeluaran Barang

Adapun  prosedur  laporan  penerimaan  dan  pengeluaran  barang  di

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan yaitu :

1. Pengurus barang pengguna menghitung alat kesehatan yang ada di kartu

barang, hasil hitungan yang akan dibuat ke dalam laporan.
2. Pengetikan  laporan  yang  kemudian  diparaf  oleh  pembuat  laporan,

kasubbag Keuangan, Sekretaris dan kemudian ditanda tangani oleh Kepala

Dinas jika disetujui.
3. Laporan siap dikirimkan ke BKKBN Prov. Sumatera Utara
4.  Laporan didokumentasikan sebagai arsip bagi Pengurus barang pengguna

bagian gudang.

2. Jenis-Jenis Persediaan Pada Dinas PPKB Kota Medan
Persediaan  barang yang  terdapat  pada  Dinas  PPKB Kota  Medan ada  7

jenis  persediaan  dengan  total  persediaan  pada  laporan  persediaan  per  31

Desember 2018 Rp 2.824.233.719. Adapun jenis dari persediaan barangnya yaitu :
                       Tabel IV-1 Jenis Persediaan Barang
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Adapaun macam-macam dari jenis persediaan barang di Dinas PPKB yaitu
1. Jenis persediaan dari  alat  tulis  kantor terdiri  dari  kertas HVS, Map

Ordner, Catridge, Map plastik, amplop coklat, stabilo warna, hekter,

tinta stempel, lem kertas, batrai tanggung, dan lainnya.
2.  Alat  listrik  terdiri  dari  bola  lampu,  kabel  listrik  isolasi  listrik,  stop

kontak, dan lainnya. 
3. Alat kebersihan terdiri dari pel, pengharum lantai, sapu lidi, seerokan

plastik,  pengharum  ruagan,  lap/kanebo,  alat  pembersih  kaca,  tisu

kotak, dan lainnya. 
4.  Suku cadang terdiri  dari  oli  mesin,  oli  filter,  oli  gerdang,  saringan

solar,

rem

depan,

shock

depan,

shock

belakang, dan lainnya.
5. barang cetakan terdiri dari cetak kop surat, cetak map berlogo cetak

amplop.
6.  obat-obatan  terdiri  dari  Vit.  B  complex,  CTM,  Amoxilin,  asam

efennamat, tablet tambah darah, pil, suntik dan asam merfenamat.
7. alat  kesehatan dan pendkungnya termasuk kapas, alkohol,  povidone

60ml, ok plast, pemutih, masker, kondom, spuit, VTP kit, safety box,

dan lainnya. 

No Jenis/Nama Barang Total Harga (Rp)
1 Alat Tulis Kantor                         668.200
2 Alat Listrik                                     -
3 Alat Kebersihan                                     -
4 Suku Cadang                                     -
5 Barang Cetakan                           98.400
6 Obat-obatan               1.920.372.030
7 Alat Kesehatan dan 

Pendukungnya
                 903.095.089

Total                2.824.233.719
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Jenis-jenis  persediaan  yang  terdapat  pada  Dinas  PPKB  Kota  Medan

termasuk obat-obatan, alat kesehatan dan pendukungnya diperoleh melalui dana

APBD, sedangkan jenis persediaan lainnya diperoleh melalui website pengadaan.

B. Pembahasan
Sistem pengendalian intern persediaan suatu perusahaan bertujuan untuk

menjaga keamanan pesediaan milik perusahaan atau entitas, memeriksa ketelitian

dan kbenaran data akuntansi sehingga catatan benar dan daat dipercaya.
Dalam pembahasan  sistem pengendalian  intern  persediaan  ini  penulis

menitikberatkan pada :
1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian  Intern  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga

Berencana Kota Medan terhadap pengendalian  persediaan dapat  dijelaskan

berdasarkan faktor-faktor yang menyusun lingkungan pengendalian intern:
a. Penegakan integritas dan nilai etika

Integritas dan nilai etika di Dinas PPKB Kota Medan telah berjalan

cukup baik.Hal ini didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Dinas PPKB

Kota  Medan.Penegakan  tindakan  disiplin  atas  penyimpangan  terhadap

kebijakan telah diterapkan dengan baik.
b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi pada Dinas PPKB Kota Medan telah

berjalan dengan efektif. Dimana instansi telah melakukan pelatihan dan
pembimbingan disetiap satu bulan sekali sebagai bentuk mempertahankan

dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
c.Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan pada Dinas PPKB Kota Medan cukup berjalan dengan

efektif.  Dimana setiap Kepala Bagian telah melakukan koordinasi setiap

dua  minggu  sekali  kepada  pegawai-pegawainya.  Kemudian  dalam

pengupayaan  perlindungan  atas  aset  belum baik  seperti  bagian  gudang
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yang   dapat diakses oleh  yang bukan Bagian Gudang dan Pengecek fisik

dari aset.

d. Struktur Organisasional

Struktur organisasional di Dinas PPKB Kota Medan telah dirancang

dan  disusun dengan  baik  yaitu  secara  fungsional  terdiri  dari  Kasubbag

Umum,  Kasubbag  Keuangan,  Kasubbag  Penyusunan  Program,  Kabid

Pengendalian Penduduk, Kabid Keluarga Berencana, Kabid Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga, dan Kabid Penyuluhan dan Penggerakan. Struktur

organisasi ini sudah sesuai untuk Dinas PPKB Kota Medan, namun untuk

pembagian tugas dan wewenang dari setiap fungsional tidak terlihat jelas,

karena  pada bagian gudang dibawahi oleh Kepala Sub Bagian Keuangan

tidak tertera pada struktur organisasi yang diperlihatkan. 

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab di PPKB Kota Medan

cukup berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan, dikarenakan otoritas

dan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing. 

f.  Kebijakan Dan Praktik-Praktik Dalam Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan prosedur pegawai di Dinas PPKB Kota Medan cukup

memadai. Hal ini dikarenakan adanya pelatihan prajabatan bagi pegawai

baru dan jaminan terhadap pegawai atas kesehatan yaitu BPJS kesehatan,

termasuk pegaawai baru. 

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah



45

Pengawasan intern pemerintah pada Dinas PPKB Kota Medan sudah

berjalan  dengan  efektif,  seperti  dalam  memelihara  dan  meningkatkan

kualitas  penyelenggaraan  tugasdan  fungsi  instansi  dengan

mendistribusikan obat-obatan dan alat kesehatan dalam 3 bulan sekali ke

faskes dan/atau klinik yang dituju.

h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Intsansi Pemerintah Terkait

Telah dilaksanakan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi

Pemerintah Terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko atas persediaan di Dinas PPKB Kota Medan sudah

baik,  karena dilakukan atas total  pemakaian obat dan alat  kesehatan setiap

bulan dan pertimbangan masa kadaluarsa. Misalnya 3 bulan sebelum Expired

atau 6 bulan sebelum  Expired.  Dengan mengikuti  Prinsip FIFO untuk alat

tulis  kantor  dan  barang  cetakan  serta  FEFO  untuk  obat-obatan  dan  alat

kesehatan  lainnya.  Kemudian  dalam  pengambilan  barang  dibatasi  oleh

pegawai tertentu.

Dan apabila terdapat pegawai yang melanggar peraturan mengenai

persediaan barang,  maka akan diberikan sanksi langsung kepada penanggung

jawab gudang, yaitu pengurus barang pengguna berupa teguran untuk sanksi

pertama, dan jika setelah beberapa kali tetap melanggar akan dikenakan Surat

Peringatan (SP).
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3. Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian diutamakan pada Kegiatan Pokok Instansi

Pemerintah

Kegiatan  pengendalian  ini  pada  Dinas  PPKB  Kota  Medan  telah

terlaksana, dimana telah dilaksanakannya pembinaan sumber daya manusia

dengan  pelatihan  kepegawaian.  Pengendalian  fisik  atas  aset  juga  telah

dilaksanakan dengan baik yaitu  setiap  jenis  persediaan  dihitung dua kali

pada  penghitungan  fisik  dan  pengecekan  fisik  aset.  Hanya  saja  yang

menghitung dan mengecek persediaan adalah orang yang sama.

Pada  kartu  penghitungan  fisik  tidak  bernomor  urut  cetak.  Pada

kegiatan pengendalian juga telah ditetapkannya deskripsi tugas, tetapi tugas

tersebut dilaksanakan oleh satu orang di Bagian Gudang. Dimana kegiatan

ini  dimulai  dari  membuat  permintaan  barang,  mengambil  barang,

menyimpan dan menyusun barang digudang serta mencatat barang kedalam

kartu  stock,  serta  mendistribusikan ke faskes  dan puskesmas  yang  hanya

dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna. Kondisi ini tidak baik karena

kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan.

b. Kebijakan Dan Prosedur Harus Ditetapkan Secara Tertulis

Kebijakan dan prosedur secara tertulis oleh Dinas PPKB Kota Medan

telah ditetapkan, hanya saja dalam praktiknya masih terdapat prosedur yang

belum terjalankan dengan efektif.
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c.  Kegiatan  Pengendalian  Dievaluasi  Secara  Teratur  Untuk

Memastikan Bahwa Kegiatan Tersebut Masih Sesuai Dan Berfungsi

Seperti Yang Diharapkan

Kegiatan  pengendalian  pada  Dinas  PPKB  Kota  Medan  telah

melakukan evaluasi terhadap persediaan secara teratur, yaitu setiap satu kali

dalam satu minggu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang membawahi

langsung Pengurus Barang Pengguna.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi  dan komunikasi  yang dilakukan di  Dinas  PPKB

Kota  Medan  cukup  baik.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  komunikasi  antar

bagian-bagian.  Misalnya  komunikasi  melalui  telepon  apabila  terjadi  tidak

cocokkan  dan  setiap  hari  Kasubbag  Keuangan  mengkoordinasi  Pengurus

Barang Pengguna di Bagian Gudang. Serta diadakannya rapat pada tiap hari

Rabu  oleh  tiap-tiap  Kepala  Sub  Bagian  dan  Kepala  Bidang.  Kemudian

transaksi-transaksi yang terjadi selalu dicatat.

Kemudian di Bagian Gudang terdapat  alat  bantu komputer, hanya

saja pencatatan terlebih dahulu dilakukan secara manual,  kemudian catatan

tersebut dilaporkan ke Kasubbag Keuangan. Jika pencatatan dilakukan secara

manual,  memungkinkan  terjadinya  pemalsuan  catatan  akuntansi  saat

menginputnya  ke  komputer.Dokumen  dan  catatan  merupakan  media  fisik

yang digunakan untuk menyimpan informasi.
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5.  Pemantauan

Pengawasan yang dilakukan di Dinas PPKB Kota Medan terhadap

persediaan  sudah  baik  yaitu  dengan  cara  melakukan  stock  opname  setiap

bulannya pada tanggal akhir bulan dan ditiap adanya pemeriksaan langsung

dari  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Utara,  BPK  atau  Inspektorat  untuk

mengetahui total pemakaian obat dan alat kesehatan lainnya setiap bulan.

Pengawasan  yang  dilakukan  sudah  berjenjang,  hal  ini  terbukti

dimulai dari Kepala Bidang dan Kepala Sub bagian kemudian ke Sekretaris

setelah itu ke Kepala Dinas. Jika Kepala Sub Bagian tidak ada maka akan

digantikan dengan Penanggung Jawab (PJ) ruangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah  mengkaji  dan  menganalisis  sistem  pengendalian  intern  atas

persediaan  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota

Medan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Persediaan  pada  Dinas

Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  masih  belum

efektif,  dikarenakan masih ada kelemahan-kelemahan dan juga ada

yang sudah baik dalam unsur pengendalian intern, yakni pada :
a. Lingkungan Pengendalian yang dijalankan di Dinas Pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana masih kurang efektif karena

pada bagian struktur organisasi tidak mencantumkan secara detail

bagian-bagian yang ada pada dinas tersebt, terkhusus pada bagian

gudang prsediaan.
b. Penilaian  Resiko  yang  dilakukan  sudah  baik  karena  dilakukan

atas  total  pemakaian  obat  dan  alat  kesehatan  setiap  bulan  dan

pertimbangan  masa  kadaluarsa.  Misalnya  3  bulan  sebelum

expired  atau 6 bulan sebelum expired. Dengan mengutip prinsip

FIFO dan FEFO. Kemudian dalam pengambilan barang dibatasi

oleh pegawai tertentu yang hanya memiliki akses ke gudang.

c. Kegiatan pengendalian
Kegiatan  pengendalian  yang  dilakukan  masih  belum  efektif,

karena masih terdapat dokumen yang tidak bernomor urut cetak
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dan  masih  adanya  beberapa  tugas  yang  dilakukan  oleh  satu

orang. Serta  masih  belum  dipatuhinya  standar  operasional

prosedu  bagian  obat-obatan  yang  masih  tidak  sesuai  dengan

aturannya.
d. Informasi  dan  komunikasi  sudah  berjalan  dengan  baik,

dikarenakan  adanya  komunikasi  antar  bagian  dan  bidang.

Kemudian  masih  terdapatnya  pencatatan  manual  stock  opname

dibagian gudang. Sehingga memungkinkan terjadinya pemalsuan

catatan akuntansi.
e. Pengawasan yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana sudah baik, hal ini dengan melakukan stock

opname  setiap bulannya untuk mengetahui total pemakaian obat

dan  alat  kesehatan  setiap  bulan,  namun  pengecekan  dan

penghitungan  persediaan  hanya  dilakukan  oleh  satu  pengurus

barang  pengguna  sehingga  meyebabkan  rentannya

penyelewengan terhadap persediaan. Pengawasan yang dilakukan

sudah  berjenjang  hal  ini  terbukti  dari  Kepala  Sub  bagian  dan

kepala  Bidang  ke  Sekretaris  setelah  itu  ke  Kepala  Dinas.  Jika

Kepala  Sub  Bagian  tidak  ada,  maka  digantikan  dengan

Penanggung Jawab (PJ) Ruangan.

B. Saran
Berikut ini beberapa saran yang dikemukakan penulis antara lain :
1. Sebaiknya  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga  Berencana

lebih  memperhatikan  lagi  sistem  pengendalian  intern  terhadap
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persediaan,  untuk  mengetahui  dan  mengawasi  apakah  standar

operasional  prosedur  sudah  dipatuhi  atau  dijalankan  dengan  baik

sesuai standar operasional prosedur yang ada.
2. Dalam kartu penghitung fisik, sebaiknya diberikan nomor urut cetak

untuk mencegah adanya dokumen yang hilang dan sebagai alat bantu

mencari dokumen apabila diperlukan dikemudian hari.
3. Dalam  hal  pencatatan  manual  dalam  stock  opname  di  Bagian

Gudang,  sebaiknya  langsung  menggunakan  alat  bantu  seperti

komputer  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya  pemalsuan

catatan akuntansi dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat.
4. Sebaiknya  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga  Berencana

Kota  Medan  mempunyai  flowchart  terutama  mengenai  persediaan.

Untuk  menggambarkan  secara  grafik  dari  langkah-langkah  atau

urutan-urutan prosedur dari suatu program.
5. Sebaiknya  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga  Berencana

Kota  Medan  melakukan  pemisahan  tugas  pada  Bagian  Gudang

seperti  pengecek  dan  penghitung  fisik  atas  persediaan untuk

mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan.
6. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  penelitian  ini  dapat  dijadikan

masukan dan referensi untuk mendukung penelitian sejenis.
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